
Menimbang: 

WALIKOTA DENPASAR 
PROVINS! BALI 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 
NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA 
BERENCANA TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DENPASAR, 

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang­ 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Pasal 264 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 
23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
serta Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Semesta Berencana Tahun 2024; 



Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republikmindonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 496); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Denpasar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar. 
3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 
yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kota Denpasar 
adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang selanjutnya 
disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Semesta 
Berencana 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi 
Bali adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Bali 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 
Kota Denpasar Tahun 2024 yang selanjutnya disebut 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 
1 (satu) tahun. 



9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 
2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat 
Daerah. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, 
prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan 
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
pada RPJPD Kota Denpasar, RKP dan RKPD Provinsi Bali. 

Pasal 3 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan 
sebagai: 
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja 

Perangkat Daerah; 
b. Pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka 

penyusunan rancangan APBD Tahun 2024; dan 
c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat 

Daerah dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2024. 

Pasal4 

Keuangan 

Pendahuluan 
Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Kerangka Ekonomi Daerah dan 
Daerah 

(1) Substansi RKPD memuat perencanaan pembangunan 
tahunan Daerah yang tertuang dalam sistematika sebagai 
berikut: 

Bab! 
Bab II 

Bab IV 
BabV 
Bab VI 
Bab VII 

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Penutup 



(2) Penjabaran substansi RKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Denpasar. 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 7 Juli 2023 

{ WALIKOTA DENPASAR, 

/ I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 

1 
Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 7 Juli 2023 

R, 

H KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 25 



LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 
NOMOR 25 TAHUN 2023 
TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH SEMESTA BERENCANA 
TAHUN 2024 

PEMERINTAH KOTA DENPASAR 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR 

TAHUN 2023 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida 

Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2024 

dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2024 merupakan 

salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang akan menjadi 

pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota 

Denpasar Tahun 2024. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas 

penyusunan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2024 telah 

berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, 

serta akan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/penyempurnaan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota 

Denpasar. 

Harapan kami, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta 

Berencana Kota Denpasar Tahun 2024 ini dapat menjawab permasalahan­ 

permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan 

mendesak untuk segera dapat diatasi. 



Kami menyadari bahwa RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar 

Tahun 2024 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang 

telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. 

1 WALIKOTA DENPASAR, 

as 
/l GUSTI NGURAH JAYA NEGARA f 



BAB VII 
PENUTUP 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota 

Denpasar Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun 

dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. RKPD 

Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2024 adalah pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta KUA dan PPAS 

Kota Denpasar Tahun 2024. 

RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2024 mengangkat tema 

pembangunan "Memperkuat Daya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah 

untuk Denpasar Maju", dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 

2024 sebagai berikut : 

1. Pendidikan dan Kesehatan 

2. Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan 

3. Sosial dan Ketenagakerjaan 

4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan 

5. Reformasi Birokrasi 

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergitas dan kerjasama 

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan 

masyarakat Kota Denpasar sehingga cita-cita Pembangunan Kota Denpasar 

dapat tercapai 

t WALIKOTA DENPASAR, 

<0x �·1 .T., 
I VII- 1 


